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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat
Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivas Pelaksanaan
Tugas-Tugas Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini
sebanyak 53 orang pejabat struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik
dengan model analisis jalur (path analysis). Analisis deskripsi variabel Pelaksanaan
Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah menunjukan
kriteria Baik, dengan indikator tertinggi pada dimensi komunikasi sedangkan
indikator terendah pada dimensi Sumber Daya. analisis deskripsi variabel
Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat menunjukan kriteria baik
dengan Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Early Stage atau
Clarity of Objective dan Persentase terendah terdapat pada dimensi Early Stage atau
Clarity of Objective dan hasil analisis deskripsi variabel Efektivas Pelaksanaan
Tugas-Tugas Kepala Daerah menunjukan kriteria baik Indikator dengan nilai
persentase tertinggi ada pada dimensi Produksi dan Persentase terendah terdapat
pada dimensi Kepuasan. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja
sekretariat daerah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel koordinasi
pejabat struktural antar bagian sekretariat dalam mewujudkan efektivas pelaksanaan
tugas-tugas kepala daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi
pejabat struktural antar bagian secretariat, serta berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan.

1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Bupati Garut No 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Garut disebutkan bahwa unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin
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oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
Sedangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah mempunyai tugas
mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah,
menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan,
prasarana serta sarana pemerintahan daerah.

Terkait dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, sebagai Kepala
Daerah, Bupati dituntut untuk memiliki kemampuan akses dan implementasi (pelaksanaan)
kebijakan teknis terhadap seluruh aspek kegiatan kedinasan seluruh jajajaran dinas dan staf di
bawahnya, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan di wilayah kerjanya. Hal ini tentunya
harus dibantu oleh sekretaris daerah melalui sejumlah staf yang mengurus dan
mengimplementasikan berbagai agenda kebijakan kepala daerah melalui dukungan teknis
maupun adminstratif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga tercapai efektivitas
pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian awal terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini berkaitan
dengan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang diduga disebabkan tidak
optimalnya pelaksanaan kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yakni
terkait implementasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, hal ini terlihat
dalam permasalahan LKPJ 2018 dan RPJMD 2014-2019 antara lain:

1. Dalam aspek perumusan dan evalusai kebijakan pemerintah daerah belum berjalan optimal,
hal dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan kebijakan belum
mecerminkan kecukupan kompetensi untuk membuat formulasi kebijakan Publik yang
memiliki skala prioritas beradasarkan permasalahan sosial yang ada. Sebuah Keputusan
yang berbentuk Perda, Perkada, SK Bupati dan lainnya saat ini dijalankan melalui
pendekatan konvensional sehingga pemerintahan dalam kondisi tertentu dijalankan atas
dasar hukum yang dibentuk dari politic historical berbasis kepentingan-kepentingan
tertentu yang berputar di kepentingan proyek-proyek pengadaan dan perputaran
transaksional jabatan-jabatan.

2. Dalam aspek administrasi penyelenggaraan adminisrasi pemeritah masih terdapat
permasalahan seperti masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah daerah.

3. Pengelolaan sumber daya aparatur masih terdapat masalah utama dalam hal alokasi,
kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut daerah masih belum seimbang, serta tingkat
produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan
organisasi.

Sejumlah permasalahan terkait efektivitas tugas-tugas Kepala Daerah yang dipengaruhi
pelaksaaan kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang belum
optimal. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan efektivitas tugas-
tugas kepala daerah telah dilaksakan yakni melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:
otptimalisasi Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan mengadakan kegiatan peningkatan capacity building tiap
bagian di Sekretariat Daerah, mendorong peningkatan SDM Aparatur melalui diklat pimpinan
untuk tiap-tiap eselon, serta sosialisasi terkait peraturan dan perundang undangan yang berlaku,
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mengadakan brefing SKPD dan brefing Sekretariat Daerah, serta mendorng motivasi kerja
dengan meningkatan tunjangan pegawai di Kabupaten Garut khususnya di Sekretariat Daerah.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dapat di gambarkan aspek-aspek
permasalahan dari setiap variabel dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah belum optimal hal ini disebabkan
karena pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah dan koordinasi pejabat struktural antar
bagian Sekretariat belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Koordinasi pejabat struktural antar bagian struktural Sekretariat Daerah masih belum
optimal hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi rapat koordinasi antar pejabat
structural yang masih kurang, serta dalam beberapa pengambilan keputusan tertentu
terkadadang tidak dilibatkan antar satu dengan pejabat lainnya.

3. Pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah belum optimal hal ini terlihat dari masih
terdapatnya sebagian program kepala daerah yang belum tercapai serta berbagai program
yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menduga adanya hubungan sebab-akibat (causal effectual)
yang menyebabkan efektivitas pelaksnaan tugas-tugas kepala daerah belum optimal, yakni karena
permasalahan pada koordinasi pejabat struktural antar bagian sekertariar yang diasumsikan
dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah yang belum optimal. Asumsi antara
keterkaitan variabel-variabel ini merujuk pada teori menurut Islamy (dalam Iskandar, 2019: 215),
bahwa implementasi suatu kebijaksanaan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh dan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat yang menjadi objek
sasaran kebijakan

Dari berbagai persoalan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang ini, maka
penulis memandang perlu melakukan penelitian yang relevan terkait dengan “Pengaruh
Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap
Koordinasi Pejabat Struktural antar Bagian Sekretariat dalam Mewujudkan Efektivas
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah”.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik
survey. Menurut Iskandar (2013: 174) bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan
pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Metode penelitian
deskriptif dapat memperluas ruang lingkup menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang
mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan
data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya dapat
dioperasionalkan dengan baik. Oleh karena itu kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat
indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-
variabel pokok penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian ini meliputi dimensi-dimensi dan
indikator- indikator yang akan mengarahkan tersusunnya alat instrumen atau alat ukur penelitian.
Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terlihat pada tabel berikut :

www.jurnal.pps.uniga.ac.id 31



Aziz, et. al. Indonesian Journal of Public Administration and Management (IJPAM)
Vol. 01; No. 01; 2023; 29-37

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baik secara praktis maupun teoritis berkaitan dengan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivas
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah. Hasil Penelitian ini tergambar dalam paradigma

penelitian sebagai berikut :
pvel ; pze2

pyx pzy

X /™™ Y |/ 2
§

pzx

Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

3.1 Hasil Penelitian

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model analisis jalur (path anlisis)
berkaitan dengan pengujian hipotesis utama (simultan) maupun pengujian sub-sub hipotesis
(simultan) dalam penelitian ini tersaji dalam tablel berikut :

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Utama Koefisien Jalur Fhitung Fiaver  Determinasi  Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas
pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah (X) Terhadap Koordinasi Pejabat

Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y) 0,7146 17,0443 3,187  0,5106 Sigﬁiofsi:(t;fn
Dalam Mewujudkan Efektivas
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah
(2)

Sub-sub hipotesis Koefisien Jalur thitung taper Determinasi  Hubungan
Pengujian Sub Hipotests Pelaksanaan
Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata Positif
kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap 0,8034 9,6369 2,010 64,55% sianifikan
Koordinasi Pejabat Struktural Antar 9
Bagian Sekretariat (Y)
Pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan
Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata Tidak
kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap 0,5618. 1,0730 2,010 11,37% Positif
Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas- signifikan
Tugas Kepala Daerah (Z)
Pengujian Sub Hipotesis Koordinasi
Pejabat  Struktural ~ Antar  Bagian Positif
Sekretariat (Y) Terhadap Efektivas 0,1801. 3,9786 2,010 39,69% signifikan
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah
2)
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Dari hasil analisis menggunakan statistika dengan metode analisis jalur, maka diperoleh hasil
bahwa secara simultan maupun parsial, Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah berpengaruh Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian
Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas
Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar
Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, hasil analisis deskripsi variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata
kerja Sekretariat Daerah menunjukan kriteria Baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban
responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada
dimensi komunikasi yaitu Pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah telah di sampaikan secara
jelas oleh Sekretaris Daerah Kepada Seluruh Pejabat Struktural antar Bagian Sekretariat.
Persentase terendah terdapat pada dimensi Sumber Daya yaitu Seluruh sumberdaya aparatur di
tiap bagian Sekretariat Daerah Kab. Garut memiliki kualitias kompetensi yang mumpuni.

Kedua, hasil analisis deskripsi variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat
menunjukan kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai
variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Early Stage atau
Clarity of Objective yaitu pejabat struktural antar bagian Sekretariat mengetahui kejelasan tupoksi
Sekretariat daerah. Persentase terendah terdapat pada dimensi Early Stage atau Clarity of
Obijective yaitu pejabat struktural antar bagian Sekretariat menyadari pentingnya koordinasi
antara pejabat structural agar kegiatan berjalan efektif.

Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah
menunjukan kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai
variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Produksi yaitu
Tercapainya berbagai program kepala daerah di seluruh bagian seketariat. Persentase terendah
terdapat pada dimensi Kepuasan yaitu Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas
pencapaian program program kepala daerah.

3.2.1 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok Fungsi Dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar
Bagian Sekretariat (Y)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan
menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur
(Pyx) sebesar 0,8034. Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan
Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan
melihat perbandingan antara thiwng dan twnel. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thiwung lebih
besar dari nilai traper (to,975;53) Yaitu thiung = 9,6369> trane = 2,010.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar, maka
dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thiwng dan twse. Berdasarkan
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pengujian diperoleh nilai thiung lebih besar dari nilai tiape (to.o7s :74) Yaitu thitung = 4,9168 > trapel =
1,993. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan
Kebijakan Retribusi Pasar berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan
tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap Koordinasi Pejabat
Struktural Antar Bagian Sekretariat. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat
Daerah terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat 64,55% sedangkan
sisanya sebesar 0,3545 dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kebijakan kepegawaian
yang tidak dimasukan kedalam model.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok Fungsi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-
Tugas Kepala Daerah (2)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan
menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (Pzx) sebesar 0,5618.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan
tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala
Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thiung dan tiapel
Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thiung I€bih besar dari nilai teaper (to,975 :01) Yaitu thiwng = 1,0730
< trabet = 2,010. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho diterima, sehingga variabel Pelaksanaan
Kebijakan Sekretariat Daerah tidak berpengaruh signifikan Terhadap Efektivas Pelaksanaan
Tugas-Tugas Kepala Daerah.

Besar pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah adalah sebesar
11,37% sedangkan sisanya sebesar 88,63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel
Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat Daerah yang tidak dimasukan kedalam model.

3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat ()
Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan
menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur
(Py2) sebesar 0,1801.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian
Sekretariat Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, maka dilakukan
pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thiwng dan twpe. Berdasarkan pengujian
diperoleh nilai thiung lebih besar dari nilai taber (to,o7s :53) Yaitu thiung = 3,9786 > tane = 2,010. Dari
nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Koordinasi Pejabat Struktural
Antar Bagian Sekretariat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektivas Pelaksanaan
Tugas-Tugas Kepala Daerah.

Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian
Sekretariat memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan
Tugas-Tugas Kepala Daerah. Besar pengaruh variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar
Bagian terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah sebesar 39,69% sedangkan
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sisanya sebesar 60,31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel Koordinasi Pejabat
Struktural Antar Bagian yang tidak dimasukan kedalam model.

4.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkenaan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas
pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar
Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah,
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Baik;

a. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan
Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh secara nyata
dan positif terhadap variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam
Mewujudkan Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

b. Hasil pengujian sub hipotesis pertama pengruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok, fungsi
dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Koordinasi
Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat.

C. Hasil pengujian sub hipotesis kedua pengruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok, fungsi
dan tata kerja Sekretariat Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap
Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

d. Hasil pengujian sub hipotesis kedua pengruh Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian
Sekretariat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-
Tugas Kepala Daerah.
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